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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan  Penelitian dan 

Pengembangan. 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyusunan dan 

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah. 

Disamping tugas pokok di atas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan; 

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; 

d. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangannya serta pelaksanaan tugas lain 

yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. 

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan  

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2025, DPA Pergeseran  

dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujudnya 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.  

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK). 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi 

atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang 
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telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Neraca merupakan 

laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana per 

31 Desember 2025). 

Laporan keuangan ini menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara 

penuh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dan sumber daya ekonomis yang 

dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Dengan demikian laporan keuangan ini diharapkan telah  menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan. 

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan 

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah  dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan laporan ini juga 

mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang 

Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan Keuangan Daerah.  

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  

 Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 

adalah seperangkat ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut: 

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan 

Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 

-  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
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-  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

-  Undang-Undang   Nomor 23  Tahun  2014    Tentang  Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,  

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

-  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2022  Tentang  Hubungan  Keuangan Antara 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

 - Peraturan  Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang  Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

-  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

-  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lima  Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 

2022 Nomor 2); 
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- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5); 

-  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  Nomor 4 Tahun 2025 Tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 4); 

-  Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; 

-  Peraturan   Bupati  Nomor  103   Tahun 2021   tentang  Kedudukan,  Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan; 

-  Peraturan Bupati  Lima  Puluh  Kota  Nomor 27 Tahun 2024  tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 27); 

-  Peraturan  Bupati  Lima  Puluh  Kota  Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 34); 

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LO (Laporan 

Operasional) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan 

ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

I.  PENDAHULUAN 

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. 

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan. 

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan 

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan. 

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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II. PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN  2025 

2.1 Program. 

2.2 Kegiatan. 

2.3 Pencapaian Target Kinerja. 

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

3.1   Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan. 

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah 

Ditetapkan. 

IV. KEBIJAKAN AKUNTASI 

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah. 

4.2 Basis Akuntasi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan. 

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan. 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja. 

5.2 Neraca. 

5.3 Laporan Operasional (LO). 

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).  

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

6.1 Kedudukan. 

6.2 Struktur Organisasi. 

6.3 Aspek Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

VII. PENUTUP 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET  

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025 

 

2.1. PROGRAM 

Sebagai tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 

2 Tahun 2025 serta Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029 maka pada Tahun 2025 Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) 

Kabupaten Lima Puluh Kota menganggarkan dana Belanja Pegawai, Barang dan Jasa 

serta Belanja Modal sebesar Rp6.034.175.131,00 (Enam Miliar Tiga Puluh Empat Juta 

Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari: 

 

Tabel 2.1.1  Jumlah Belanja  Tahun 2025 

 

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja 

dijabarkan dalam 4 (Empat) program dengan rincian anggaran sebagai berikut: 
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Tabel 2.1.2  Jumlah Program  Tahun 2025 

 

2.2. KEGIATAN 

Dari 4 (empat) program tersebut maka  dirinci lagi menjadi 13 (tiga belas) 

kegiatan sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.2.1 Jumlah Kegiatan  Tahun 2025 

 

Ke 13 (tiga belas) kegiatan terurai lagi  menjadi 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan 

dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 2.2.2 Jumlah Sub. Kegiatan Tahun 2025 
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2.3. Pencapaian Target Kinerja 

Jumlah realisasi anggaran belanja operasi sampai 31 Desember 2025 sebesar 

Rp5.750.015.711,00 tingkat daya serap anggaran sebesar 95,29% dari total anggaran 

sebesar Rp6.034.175.131,00. Pencapaian target dari jumlah anggaran dari 4 (empat) 

program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan tersebut dapat 

dilihat  dengan rincian pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2.3.1  Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 

 

Pencapaian target dari jumlah anggaran tahun 2025  yang sebesar 

Rp5.750.015.711,00  dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga 

puluh tujuh) sub kegiatan ini, untuk realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.3.2  Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan  Tahun 2025 
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Dari 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan tahun 2025 ini, untuk persentase  realisasi 

fisiknya 100%, namun untuk persentase realisasi keuangannya ada 6 (enam) sub 

kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 75%. Hal ini dapat kita lihat  pada tabel 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3.3  Realisasi Anggaran yang kurang dari 75% 

 

Walaupun untuk 6 (enam) sub kegiatan ini realisasinya keuangannya kurang dari 75% 

namun realisasi fisiknya tetap 100%. Disini dapat terlihat bahwa kinerja 

Bappelitbangda sangat baik dengan capaian realisasi fisiknya 100%.  Kurangnya 

realisasi keuangan (<75%)  sebanyak 6 (enam) sub kegiatan tersebut merupakan 

efesiensi terhadap anggaran pada tahun 2025 ini, sehingga untuk pelaksanaan fisiknya 

dilaksanakan lebih optimal pada kegiatan tersebut dan bahkan untuk pelaksanaan  

semua sub kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal. 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

3.1.1. Pendapatan 

Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan alokasi anggaran dari APBD yang bersumber 

dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, DAU Ditentukan dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

3.1.2. Belanja 

Total realisasi belanja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 

2025 sebesar Rp5.750.015.711,00.  Jumlah tersebut dengan capaian realisasi 

keuangannya  95,29% dan dengan  realisasi fisiknya sebesar 100% dari anggaran yang 

telah ditetapkan yaitu  Rp6.034.175.131,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel. 3.1.1 Realisasi Pendapatan dan Anggaran Tahun 2025 
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Sehingga dengan anggaran Bappelitbangda sebesar Rp6.034.175.131,00 dan realisasi 

keuangan sebesar Rp5.750.015.711,00 (95,29%), terdapat  sisa  anggaran  sebesar 

Rp284.159.420,00  (4,71%). 
 

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG 

TELAH DITETAPKAN. 

Pada Tahun 2025 hambatan dan kendala dalam pencapaian target untuk semua 

sub kegiatan tidak ada, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang realisasi 

keuangannya kurang dari 75%.  Semua sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik  dan 

setiap sub kegiatan realisasi fisiknya mencapai 100%,  ada 6 (enam) sub kegiatan yang 

realisasinya keuangannya <75%  sebagai berikut : 

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan  realisasi keuangannya 73,72%  dan realisasi fisiknya 

100%,  

2. Analisis  Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan  

realisasi keuangannya 70,26%  dan realisasi fisiknya 100%,  

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan  realisasi 

keuangannya sebesar 67,75%  dan  realisasi fisiknya 100% 

4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan realisasi 

keuangannya sebesar 2,42%  dan  realisasi fisiknya 100%. 

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan  49,29% dan 

fisik 100% 

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan, dengan realisasi keuangan 57,14%, 

dan realisasi fisiknya 100%. 

 

Ke 6 (enam) sub kegiatan tersebut pada dasarnya tidak ada hambatan dan 

permasalahan yang berarti, namun merupakan  efisiensi  terhadap anggaran pada 

tahun 2025 ini. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk sub-sub kegiatan tersebut dapat 

terlaksana secara optimal sesuai rencana kerja  yang telah direncanakan.  
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas 

aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan 

keuangan. Mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati 

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 

4.1 Entitas Akutansi. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan 

Perangkat Daerah, telah diserahkan pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) sebagai salah satu Organisasi Perangkat 

Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas 

akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Bappelitbangda Kabupaten 

Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang 

digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bappelitbangda Kabupaten Lima 

Puluh Kota adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan 

ekuitas dalam Neraca. 

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat 

terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui 

bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat 
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pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh Pihak 

yang memiliki fungsi perbendaharaan. 

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau 

sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non 

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah 

utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran 

keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan 

bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi 

atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.  

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat 

pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan 

berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar. 

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengukuran/penilaian aset sebagai 

berikut: 

a. Kas                    

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. 

b. Piutang 

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. 

c. Persediaan disajikan sebesar: 

 Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan 

meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat 

dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah 

biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh. 
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 Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 

d. Tanah 

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ 

pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, 

penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. 

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan 

maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. 

e. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya 

perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat 

perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya 

meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk 

biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan 

dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap 

tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak. Biaya perolehan 

meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta 

jasa konsultan. 

f. Peralatan dan Mesin 

 Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang 

telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap 

pakai.  

 Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi 

harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung 

lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin 

tersebut siap digunakan. 

 Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi 

nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa 

konsultan. 
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g. Jalan, Irigasi dan Jaringan  

 Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya 

ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan 

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya 

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya 

pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.                                   

 Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola 

meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, 

tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 

perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 

h. Aset Tetap Lainnya 

 Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.  

 Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai 

kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.  

 Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi 

biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga 

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya 

pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam 

Standar Akuntansi Pemerintah 

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan 

ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  yang merupakan salah satu 

komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi 

dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu, 

sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat 

maupun pemerintah daerah. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 
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dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah, dimana 

penyajian aset ini dilakukan perhitungan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. 

Nilai penyusutan dihitung masing-masing aset sesuai dengan masa manfaat dari 

masing-masingnya. Dan setiap aset akan mengalami penyusutan dengan 

bertambahnya masa manfaat/pakai terhadap aset tersebut dalam satu tahun. 
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BAB V 

PENJELASAN POS-POS  LAPORAN KEUANGAN 

 

5.1. Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan rekapitulasi anggaran yang telah 

direalisasikan selama periode Tahun berjalan yang terdiri dari Pendapatan dan Belanja. 

Untuk Realisasi Belanja yaitu terdiri dari  Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan 

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.  Berikut ini merupakan LRA Bappelitbangda 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025  yang disandingkan dengan LRA 

Tahun Anggaran 2024. 
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Tabel 5.1.1  Realisasi Anggaran dan Pos  Belanja Tahun 2025 

 

Dari Tabel diatas dapat terlihat, bahwa untuk pendapatan di Bappelitbangda 

tahun 2025 dan tahun 2024 adalah 0,00. Untuk realisasi Belanja Pegawai  pada 

Tahun 2025 sebesar  Rp4,268.339.458,00 (96,74%) dan tahun 2024 sebesar 

Rp4.340.658.944,00 (96,00%). Belanja Barang dan Jasa  pada Tahun 2025 sebesar 

Rp1.470.220.253,00 (91,30%)  dan Tahun 2024 sebesar Rp2.185.900.691,00 

(75,23%). Begitu juga dengan Belanja Modal pada Tahun  tahun 2025 sebesar  

Rp11.456.000,00 (97,08%) dan belanja modal tahun 2024 sebesar  

Rp531.039.000,00 (100%). 

5.2. Neraca 

Pada Neraca ini akan menyajikan Aset serta Kewajiban dan Ekuitas Dana  untuk 

Tahun 2025 dan Tahun 2024. 

1. Aset 

   Pada Tahun 2025 adanya penambahan dan pengurangan yang terjadi 

terhadap aset dan tahun 2024 serta nilai penyusutan terhadap aset,  sebagaimana 

pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 5.2.1 Rekapitulasi Tambah Kurang Aset Tahun 2025 

 

Pada tabel diatas terjadi perubahan nilai aset, hal ini karena adanya penambahan 

terhadap aset yaitu  belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp11.456.000,00 dan 

Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa dari Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp186.995.210,42 sehingga jumlah penambahan aset  pada Tahun 2025 ini menjadi 

Rp198.451.210,00,  namun Tahun 2025 ini terjadi pengurangan terhadap aset yaitu 

adanya mutasi kendaraan dinas roda dua ke BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota 

dengan nilainya Rp10.200.000,00 dan aset ekstrakom (briket proyektor) 

Rp.1.000.000,00, sehingga total tambah kurang nilai aset diluar belanja modal Tahun 

2025 ini sebesar Rp187.251.210,42. 
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2. Kewajiban dan Ekuitas Dana 

Kewajiban dan Ekuitas Dana merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Jumlah 

Ekuitas  pada Tahun 2025 dan Tahun 2024. 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 berupa tagihan air bulan Desember 

2025 sebesar Rp28.095,00 dan Tahun 2024 sebesar  Rp38.805,000 sehingga Jumlah 

Ekuitas Tahun 2025 Rp3.644.460.034,01 sedangkan  Jumlah Ekuitas Tahun 2024 

sebesar Rp3.672.149.713,08.  Untuk Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2025 

menjadi Rp3.644.488.129,01  dan Tahun 2024 sebesar Rp3.672.188.518,08. 

Untuk kewajiban dan ekuitas pada tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 5.2.2  Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2025 
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5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)  

LO merupakan Beban Operasi terhadap belanja, yaitu beban Belanja Pegawai dan 

Beban  Belanja Barang dan Jasa  dan Beban Penyusutan dan Amortasi sebagaimana 

pada tabel berikut  : 

 

Tabel 5.3.1  Laporan Operasional Tahun 2025 
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Pada Tabel Laporan Operasional di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp4.268.339.458,00 yang terdiri Beban Gaji dan 

Tunjangan ASN Rp2.879.302.302,00, Belanja Tambahan Penghasilan 

Rp1.389.037.156,00  dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan 

Objektif Lainnya ASN  Rp0,00 dan untuk Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 

Rp4.340.658.944,00, sehingga Tahun 2025 dan 2024 terjadi penurunan  sebesar 

Rp(72.319.486,00) 

2.  Beban  Belanja  Barang  Jasa  sebesar   Rp1.284.927.282,58  yang  terdiri   dari  

Beban Barang  Rp189.438.234,00,  yang terdiri dari Beban Barang Habis Pakai 

sebesar Rp188.438.234,00 dan Beban Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria 

kapitalisasi Rp1.000.000,00. Beban Jasa Rp402.857.795,00, Beban Pemeliharaan 

Rp263.334.844,58, Beban Perjalanan Dinas Rp294.896.409,00, Beban Utang 

dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

Rp134.400.000,00 dan Beban Belanja Barang Jasa Tahun 2024 sebesar 

Rp2.003.969.846,00, sehingga Tahun 2025 dan 2024 terjadi penurunan  sebesar 

Rp(719.042.563,42) 

3.  Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp224.438.649,49 dan 

untuk Tahun 2024 sebesar RpRp120.237.885,01. Beban Penyusutan untuk Tahun 

2025  terdiri dari  Beban Penyusutan Peralatan Mesin sebesar Rp157.627.195,55, 

Beban Penyusutan Gedung Bangunan Rp65.336.355,19 dan Beban Penyusutan 

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp1.475.097,75 sehingga Jumlah Penyusutan untuk Tahun 

2025 sebesar Rp5.777.705.390,07  dan dengan  Defisit-LO Rp(5.777.705.390,07) 

Tahun 2024 Rp6.464.866.675,01 dan Defisit-LO  Rp(6.464.866.675,01), sehingga 

Tahun 2025 dan 2024 terjadi panambahan penyusutan sebesar Rp104.200.764,48.  

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas ini, terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, R/K 

PPKD, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir 

sebagaimana pada tabel berikut ini :   
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Tabel 5.4.1 Perubahan Ekuitas Tahun 2025 

 

 Ekuitas Awal Tahun 2025 merupakan Ekuitas Akhir pada Tahun 2024 sebesar 

Rp3.672.149.713,08 dan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp3.197.417.753,09 ini 

merupakan Ekuitas Akhir pada Tahun 2023. 

Surplus/Defisit LO merupakan Beban LO Tahun 2025 yang menjadi Surplus/   

Defisit-LO sebesar Rp(5.777.705.390,07) dan Tahun 2024 sebesar                           

Rp(6.464.866.675,01) 

R/K PPKD merupakan realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar 

Rp5.750.015.711,00  dan Tahun 2024 sebesar Rp7.057.598.635,00.  

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Tahun 2025 Rp.0,00 dan Tahun 2024     

merupakan penghapusan dari aset alat angkutan kendaraan roda 4 sebesar 

Rp118.000.000,00 sehingga  Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar  Rp3.644.460.034,01 

dan  Tahun  2024 sebesar  Rp3.672.149.713,08   
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BAB VI 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI 
NON KEUANGAN 

 

6.1. Kedudukan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana  Badan Perencanan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai unsur Pelaksana Teknis 

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang Perencanaan berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota. 

6.2. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 

Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2.  Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.  

3.  Fungsional Perencana Ahli Muda.  

4.  Fungsional Perencana Ahli Pertama.  

5.  Fungsional  Statistisi Ahli Pertama. 

c. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: 

1. Kepala Bidang. 

2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

3. Fungsional Perencana Ahli Muda. 

4. Fungsional Perencana Ahli Pertama.  

5. Fungsional  Statistisi Ahli Pertama. 
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d. Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari: 

1. Kepala Bidang;  

2. Fungsional Perencana Ahli Muda. 

3. Fungsional Perencana Ahli Pertama.  

4. Fungsional  Statistisi Ahli Pertama. 

e. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, yang terdiri 

dari: 

1. Kepala Bidang. 

2. Fungsional Perencana Ahli Muda. 

3. Fungsional Perencana Ahli Pertama.  

4. Fungsional  Statistisi Ahli Pertama. 

f. Bidang Perencanaan, Data, Penelitian dan Evaluasi, terdiri dari: 

1. Kepala Bidang.  

2. Fungsional Perencana Ahli Muda. 

3. Fungsional Perencana Ahli Pertama. 

4. Fungsional  Statistisi Ahli Pertama. 

6.3. Aspek Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pelaksana Teknis; 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, serta Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka tugas 

pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu  Bupati dalam Penyusunan dan 

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
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dan  Pengembangan yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Kabupaten Lima 

Puluh Kota. 

Pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakekatnya 

bertujuan untuk perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan 

pembangunan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan 

serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah serta Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Lima Puluh Kota. 

2. Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada 31 Desember 2025 

adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) 

orang Pegawai Negeri Sipil, 5 (lima) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (P3K) dan  6 (enam)  orang P3K Paruh Waktu dan  4 orang tenaga 

outcoursing yang terdiri dari 2 (dua) orang Penjaga Kantor dan 2 (dua) orang 

Petugas Kebersihan Kantor.  
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BAB VII 
PENUTUP 

 
 

  Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun  Anggaran 2025 yang terdiri 

dari Neraca  dengan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas, 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas   dan  

Catatan atas Laporan Keuangan . 

Pada Cacatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2025 ini telah dijelaskan baik 

itu Neraca yang menjelaskan Jumlah Pesediaan, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas, 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE) serta permasalahan-permasalahan dan penyebab kurangnya realisasi 

keuangan pada beberapa sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 ini.  Dari 4 (empat) 

Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan yang 

dilaksanakan, maka jumlah belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 adalah 

sebesar Rp6.034.175.131,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 

Rp6.022.375.131,00  yaitu Jumlah Belanja Pegawai sebesar Rp4.412.008.824,00 

dengan realisasinya Rp4,268.339.458,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 

Rp1.610.366.307,00 dengan realisasi  Rp1.470.220.253,00 (91,30%). Untuk Belanja 

Modal sebesar Rp11.800.000,00  dengan realisasi Rp11.456.000,00 (97,08%) 

sebagaimana rincian pada  tabel berikut  dibawah ini : 

 

Tabel 7.1.1 Rekapitulasi Realisasi Belanja Tahun 2025 


